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Abstrak

Perlindungan anak merupakan bagian penting dalam
penyelenggaraan pendidikan yang aman, bermartabat, dan
berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Institusi
pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat
berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai
lingkungan yang membentuk karakter, moral, dan
perkembangan sosial peserta didik. Namun, penyimpangan
etika yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun
pimpinan sekolah dapat mengancam hak dan keselamatan
anak serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis keterkaitan antara perlindungan anak dan
moralitas institusi pendidikan melalui studi kasus
penyimpangan etika yang melibatkan kepala sekolah dan
guru di Pekalongan. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis
terhadap bentuk penyimpangan etika, dampaknya
terhadap peserta didik, serta mekanisme tanggung jawab
dan perlindungan anak dalam lingkungan sekolah. Hasil
kajian menunjukkan bahwa penyimpangan etika oleh pihak
yang memiliki kewenangan di sekolah tidak hanya
berdampak pada korban secara individu, tetapi juga
berpotensi merusak iklim pendidikan, kepercayaan orang
tua, dan legitimasi moral lembaga. Oleh karena itu,
perlindungan anak perlu didukung oleh penerapan kode
etik yang konsisten, mekanisme pengaduan yang aman,
pengawasan kelembagaan, transparansi dalam penanganan
pelanggaran, serta penguatan budaya pendidikan yang
menempatkan keselamatan dan kepentingan terbaik anak
sebagai prioritas. Kajian ini menegaskan pentingnya
integritas seluruh unsur pendidikan dalam menciptakan
lingkungan belajar yang aman, etis, dan bebas dari
penyalahgunaan kewenangan.

Kata kunci : perlindungan anak, moralitas pendidikan,
etika guru, kepala sekolah, penyimpangan etika, institusi
pendidikan, Pekalongan.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Anak merupakan elemen dari komunitas yang memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan, pendidikan, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan
mereka. Dalam ranah pendidikan, perlindungan anak meliputi tidak hanya upaya untuk
menghindari kekerasan fisik, tetapi juga meliputi perlindungan dari kekerasan mental,
perundungan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, serta berbagai jenis penyalahgunaan
kekuasaan. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan
suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendorong kemajuan bagi siswa. Oleh karena itu,



Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
CAU SA Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ISSN 3031-0369

pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak seharusnya menjadi elemen integral dalam
pelaksanaan pendidikan.

Lembaga pendidikan pada dasarnya tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga
berperan dalam mengembangkan karakter, moralitas, serta kepribadian siswa. Para guru dan
kepala sekolah memegang peranan penting karena mereka berinteraksi langsung dengan anak-
anak dan memiliki kekuasaan dalam konteks sekolah. Keteladanan, integritas, tanggung jawab,
dan profesionalisme dari tenaga pendidik adalah aspek krusial dalam membangun kepercayaan
siswa dan orang tua. Ketika pihak yang seharusnya melindungi malah melakukan tindakan yang
tidak sesuai dengan norma etika, maka masalah tersebut bukan hanya sebuah pelanggaran
individu, tetapi juga bisa berdampak pada moralitas dan reputasi lembaga pendidikan.

Penyimpangan etika dalam lembaga pendidikan dapat muncul dalam berbagai cara, seperti
merendahkan siswa, memberikan hukuman yang tidak sebanding, menggunakan kekerasan,

mengeluarkan ancaman, melakukan diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, melakukan
pelecehan, dan tindakan lain yang berlawanan dengan prinsip profesional dan perlindungan anak.
Tindakan-tindakan ini dapat berakibat serius bagi siswa, mempengaruhi rasa aman, perkembangan
psikososial, interaksi sosial, serta kepercayaan mereka kepada guru dan institusi pendidikan.
Kondisi ini menjadi lebih rumit ketika pelanggaran dilakukan oleh individu berposisi otoriter,
karena korban sering kali kesulitan untuk melaporkan insiden atau mendapatkan perlindungan.
Oleh karena itu, pentingnya memiliki mekanisme pengaduan dan pengawasan yang efisien menjadi
kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Kejadian penyimpangan etik oleh pimpinan sekolah dan pengajar sangat terkait dengan moralitas
lembaga pendidikan. Moralitas ini dapat dinilai tidak hanya dari perilaku individu di dalamnya,
tetapi juga dari cara lembaga merumuskan aturan, mencegah pelanggaran, menerima pengaduan,
melindungi korban, dan mempertanggungjawabkan tindakan yang dilanggar. Lembaga pendidikan
yang mengusung budaya moral yang kuat seharusnya tidak membiarkan penyimpangan menjadi
norma atau bagian dari budaya organisasinya. Sebaliknya, sekolah perlu memiliki sistem yang jelas
untuk membedakan antara kewenangan pendidik dan hak siswa serta memastikan bahwa
kekuasaan yang dimiliki oleh tenaga pendidik digunakan dengan cara yang bertanggung jawab.

Dalam konteks Pekalongan, penelitian tentang perlindungan anak serta moralitas di lembaga
pendidikan sangatlah penting untuk memahami bagaimana isu penyimpangan etika diadopsi dan
ditangani dalam dunia pendidikan. Analisis terhadap penyimpangan etika yang melibatkan kepala
sekolah dan guru dapat memberikan wawasan mengenai interaksi antara perilaku individu dengan
sistem institusi yang berlaku. Penelitian ini juga dapat menyelidiki cara sekolah menanggapi
laporan atau dugaan pelanggaran, posisi murid sebagai individu yang perlu dilindungi, serta sejauh
mana sistem pengawasan dan akuntabilitas berfungsi. Dengan demikian, permasalahan yang
terjadi tidak hanya dilihat sebagai masalah antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai isu yang
berkaitan dengan pengelolaan dan moralitas lembaga pendidikan.

Perlindungan anak di lingkungan sekolah pada dasarnya memerlukan dukungan dari norma-norma
hukum, kode etik profesi, kebijakan kelembagaan, serta sistem pengawasan yang dapat
diimplementasikan dengan baik. Adanya peraturan sangat penting karena memberikan panduan
mengenai batas perilaku yang dianggap layak dan tanggung jawab setiap pihak dalam
penyelenggaraan pendidikan. Namun, keberadaan peraturan formal tidak akan memberikan
perlindungan yang maksimal jika tidak diiringi dengan pelaksanaan dan pengawasan yang efisien.
Kesenjangan antara peraturan dan praktek dapat menciptakan celah bagi terjadinya
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penyimpangan, terutama jika mekanisme pelaporan tidak berjalan dengan baik atau ada budaya
organisasi yang cenderung menutupi permasalahan. Oleh karena itu, penguatan sistem

perlindungan anak harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan etika dan integritas seluruh
elemen pendidikan.

Dari sudut pandang etika kelembagaan, penyimpangan yang dilakukan oleh pengajar atau kepala
sekolah harus dianalisis dalam konteks tanggung jawab organisasi. Saat hak-hak anak

dilanggar, tanggung jawab sekolah tidak hanya terfokus pada reaksi terhadap tindakan individu,
tetapi juga harus mengevaluasi sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Proses
evaluasi ini dapat mencakup seberapa efektif pengawasan yang diterapkan, kepatuhan pada kode
etik, cara penanganan laporan, perlindungan yang diberikan kepada korban, serta transparansi
dalam cara menyelesaikan isu yang ada. Pendekatan ini krusial agar penanganan kasus tidak hanya
berhenti pada sanksi individu, tetapi juga menghasilkan perbaikan pada institusi demi
menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mencegah kejadian serupa.

Dengan mengacu pada hal tersebut, penelitian yang berjudul “Perlindungan Anak dan Moralitas
Institusi Pendidikan: Studi Kasus Penyimpangan Etika oleh Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan”
sangatlah penting untuk dilakukan guna menyelidiki hubungan antara perlindungan anak, etika
profesional, serta tanggung jawab lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali
jenis-jenis penyimpangan etika yang terjadi, menganalisis akibatnya terhadap hak-hak dan
perlindungan siswa, serta mempelajari tanggapan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kajian ini, diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang
lebih mendalam tentang signifikansi moralitas kelembagaan dalam menciptakan lingkungan
pendidikan yang aman, bermartabat, dan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-
anak. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan berfungsi sebagai bahan refleksi bagi lembaga
pendidikan untuk memperkuat budaya etis, sistem pengawasan, dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus
yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perlindungan anak serta
moralitas dalam institusi pendidikan terkait adanya pelanggaran etika oleh kepala sekolah dan
guru di Pekalongan. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan,
dan dokumentasi yang melibatkan informan yang relevan, seperti para pendidik, siswa yang
terlibat atau individu yang mengenal kasus tersebut, orang tua atau wali, serta pihak dari sekolah
dan pemangku kepentingan lainnya. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan
mempertimbangkan keterkaitan dan pengetahuan mereka mengenai isu yang diteliti. Data yang
telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah pengurangan
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber
dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan mencocokkannya
dengan hasil observasi serta dokumen yang ada. Dalam pelaksanaan penelitian, perhatian
diberikan kepada prinsip etika, terutama dalam hal kerahasiaan identitas, persetujuan dari
informan, keamanan, dan perlindungan bagi siswa sebagai kelompok yang rentan. Analisis
penelitian ini difokuskan pada jenis pelanggaran etika, dampaknya terhadap hak dan perlindungan
anak, respon dari institusi pendidikan, serta tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam
menghindari terulangnya pelanggaran yang serupa.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DATA UMUM
1. Perlindungan Anak dalam Konteks Pendidikan

Perlindungan anak adalah elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, sebab
sekolah haruslah menjadi tempat yang aman, nyaman, serta mendukung kemajuan siswa.
Perlindungan mencakup lebih dari sekadar aspek keamanan fisik; ia juga meliputi kesejahteraan
psikologis, keamanan dalam aspek sosial dan budaya, serta penghormatan terhadap martabat
setiap anak. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengenai Budaya Sekolah Aman dan
Nyaman menekankan perlunya perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan
sosiokultural, kebutuhan spiritual, serta keamanan digital sebagai elemen yang harus
diterapkan dalam budaya sekolah. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu dipandang sebagai
suatu sistem yang mencakup semua aspek kehidupan siswa di lingkungan pendidikan.

2. Fungsi Guru dalam Perlindungan dan Pembentukan Karakter Anak

Para guru berperan krusial dalam menciptakan atmosfer pendidikan yang aman, mengingat
interaksi mereka dengan siswa berlangsung secara langsung dan terus-menerus. Selain
memberikan materi pelajaran, guru juga berperan sebagai teladan dalam hal perilaku, disiplin,
tanggung jawab, dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, sikap guru turut mempengaruhi proses
pendidikan yang berdampak pada pembentukan karakter siswa. Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah proses pembentukan karakter dan
peradaban, sehingga penanaman nilai-nilai positif dalam keseharian di sekolah menjadi aspek
penting bagi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman.

3. Tugas kepala sekolah dalam membangun etika institusi

Seorang kepala sekolah memegang peran yang lebih besar karena selain melaksanakan fungsi
manajerial, mereka juga bertanggung jawab dalam mengembangkan budaya dan suasana
sekolah. Kepala sekolah diharapkan untuk memberikan contoh yang baik, mengawasi para
pendidik, dan memastikan bahwa peraturan serta kode etik diterapkan secara
berkesinambungan. Etika dalam lembaga pendidikan dapat dilihat dari bagaimana pemimpin
sekolah menciptakan lingkungan yang menghargai siswa dan mencegah penyalahgunaan
kekuasaan. Dengan demikian, integritas kepala sekolah menjadi faktor krusial dalam
membangun kepercayaan siswa, orang tua, dan komunitas terhadap institusi pendidikan.

4, Kesenjangan kekuasaan antara pendidik dan siswa

Interaksi antara guru, kepala sekolah, dan siswa menunjukkan perbedaan dalam kekuasaan yang
mengakibatkan posisi siswa menjadi lebih rentan. Guru memiliki kekuasaan dalam proses
pembelajaran, sementara kepala sekolah memiliki kekuasaan dalam aspek administrasi dan
kepemimpinan. Keadaan ini menuntut adanya perlindungan anak yang harus didukung oleh
sistem pengaduan yang mudah diakses dan aman. Siswa perlu memiliki saluran untuk
mengungkapkan masalah tanpa merasa tertekan atau mengalami perlakuan yang merugikan.
Oleh karena itu, perlindungan anak tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan
budaya sekolah yang memungkinkan siswa merasa aman untuk berbicara dan mendapatkan
dukungan.
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5. Sekolah yang Menciptakan Rasa Aman dan Nyaman sebagai Upaya Institusional

Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Pekalongan menyiapkan dan memperkuat Tim Kerja Budaya
Sekolah yang Aman dan Nyaman (Pokja BSAN) sebagai respons terhadap Permendikdasmen
Nomor 6 Tahun 2026. Tim ini mencakup aspek perlindungan fisik, perlindungan rohani,
psikologis, serta sosial-budaya, dan perlindungan di ranah digital. Pemerintah Kota Pekalongan
juga menekankan bahwa program ini tidak hanya berkutat pada urusan administrasi, melainkan
harus diwujudkan dengan tindakan nyata di lingkungan sekolah. Ini menandakan bahwa upaya
perlindungan anak perlu pendekatan institusi yang terorganisir, melibatkan berbagai pihak
berkepentingan, dan tidak hanya mengandalkan tindakan individu dari para guru atau kepala
sekolah.

6. Sistem Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran

Pencegahan dari masalah etika memerlukan mekanisme yang terstruktur, mulai dari
pendidikan, pengawasan, pelaporan, investigasi, hingga bantuan bagi pihak yang terkena
dampak. Pada bulan September 2026, Pemerintah Kota Pekalongan menginformasikan bahwa
sekolah telah memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk menangani kekerasan yang
mencakup penyelamatan anak, perawatan kesehatan, mediasi, penerapan aturan, dan
dukungan psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam konteks penelitian, keberadaan
SOP dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting, namun efektivitasnya sangat bergantung
pada bagaimana pelaksanaannya, pengawasan, dan kemampuan komunitas sekolah untuk
memanfaatkan instrumen tersebut dengan baik.

7. Etika institusi sebagai kewajiban bersama

Kepatuhan etika dalam dunia pendidikan tidak dapat sepenuhnya diandalkan pada kepala
sekolah atau pengajar secara pribadi. Setiap elemen dalam sekolah, mulai dari orang tua,
pemerintah, hingga masyarakat luas, memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan
belajar yang aman. Suasana sekolah yang positif memerlukan adanya keselarasan antara
peraturan, perilaku, pengawasan, dan tindakan saat pelanggaran terjadi. Oleh karena itu,
efektivitas perlindungan anak dapat diukur dari sejauh mana lembaga mampu mencegah
pelanggaran, menyediakan saluran pengaduan, melindungi siswa, serta melakukan penilaian
ketika penyimpangan terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip BSAN yang menempatkan
sekolah sebagai tempat yang menghargai martabat manusia dalam setiap aspek pendidikan.

B. DATAKHUSUS
1. Kasus kepala sekolah dan guru di Kabupaten Pekalongan

Pengamatan penelitian ini berkaitan dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Pekalongan,
melibatkan seorang kepala sekolah dasar dan seorang guru. Pada bulan September 2026, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan memastikan bahwa mereka berdua memiliki
status sebagai ASN, di mana kepala sekolah berstatus PNS dan guru tersebut berstatus PPPK
dengan jam kerja penuh. Kasus ini menarik perhatian publik setelah munculnya rekaman yang
memperlihatkan keduanya terlibat dalam aktivitas seksual di dalam ruang sekolah. Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa laporan mengenai
insiden ini telah ditindaklanjuti sejak tanggal 4 Agustus 2026.
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2. Penyimpangan etika dalam lingkungan sekolah
Jika ditelaah dari sudut pandang etika profesi, tindakan tersebut menjadi masalah besar karena
terjadi dalam lingkungan sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pendidikan.
Sekolah adalah tempat profesional yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan aktivitas
pendidikan, pembelajaran, pembinaan, serta memberikan layanan kepada siswa. Oleh karena
itu, tindakan pribadi yang terjadi di dalam sekolah dapat mempengaruhi institusi apabila
bertentangan dengan norma etika dan tanggung jawab profesional. Apalagi, mereka yang
terlibat adalah kepala sekolah dan guru yang memegang peran penting dalam sistem
pendidikan. Berita mengenai permasalahan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan berjalan
dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pihak yang berwenang.

3. Dampak pada etika dan citra lembaga pendidikan

Situasi ini tidak hanya melibatkan perilaku dua orang tetapi juga dapat dilihat dari sudut
pandang etika institusi. Kepala sekolah serta guru adalah elemen dari sistem pendidikan yang
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab pendidikan.
Ketika terjadi pelanggaran norma di sekolah, timbul pertanyaan tentang contoh perilaku,
profesionalisme, dan kapasitas institusi dalam menjaga batasan perilaku yang sesuai dengan
peran sekolah. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bahwa etika lembaga tidak hanya
dibangun melalui aturan tertulis, melainkan juga melalui tindakan nyata dari pihak yang
berwenang di sekolah. Tanggapan terhadap kasus tersebut sangat penting untuk
mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan.

4. Aspek perlindungan terhadap siswa dalam kasus ini

Dari sisi perlindungan anak, adanya tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan harus
diperhatikan karena sekolah adalah tempat bagi siswa untuk belajar dan bersosialisasi. Siswa
berhak berada dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan demikian, jika terjadi insiden
yang tidak sesuai dengan standar profesional di sekolah, pihak sekolah dan pemerintah
setempat harus memastikan bahwa siswa tidak menjadi korban baik secara psikologis maupun
sosial. Penanganan kasus juga harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan siswa dan
menghindari penyebaran informasi yang bisa mengganggu atau membahayakan anak.

5. Tanggapan pemerintah daerah terhadap insiden

Mengacu pada laporan yang diterbitkan pada September 2026, setelah serangkaian
pemeriksaan, kepala sekolah dan gurunya dinyatakan terhenti jabatannya sebagai ASN. Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa keputusan ini
diambil setelah proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim dan kemudian diserahkan kepada
pihak berwenang. Dengan cara ini, insiden ini menunjukkan adanya tanggung jawab
administratif bagi mereka yang terlibat.

6. Keterkaitan insiden dengan penguatan sistem sekolah yang aman

Insiden ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan refleksi mengenai pentingnya sistem pencegahan
dan pengawasan dalam lembaga pendidikan. Pada tahun yang sama, pemerintah daerah di
Pekalongan berusaha memperkuat penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui
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pembentukan tim kerja, peningkatan kemampuan kepala sekolah dan guru, serta
pengembangan cara untuk menangani berbagai masalah di dunia pendidikan. Misalnya,
pemerintah Kota Pekalongan secara resmi mendirikan Pokja BSAN pada Juli 2026 dan
melanjutkan koordinasi pada September 2026.
Dalam konteks penelitian, kebijakan ini menjadi relevan karena menunjukkan bahwa
perlindungan bagi siswa memerlukan sistem yang berfungsi sebelum, selama, dan setelah
terjadinya suatu insiden.

7. Dampak pada moralitas lembaga dan perlindungan anak

Dari keseluruhan informasi yang ada, kasus penyimpangan etika yang dilakukan oleh kepala
sekolah dan guru di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat sebagai isu yang memiliki aspek
individu dan kelembagaan. Di ranah individu, para pendidik dituntut untuk mempertahankan
integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Sedangkan di ranah
kelembagaan, sekolah bersama dengan pemerintah daerah harus memastikan adanya regulasi,
pengawasan, sistem pelaporan, pemeriksaan, serta perlindungan bagi siswa. Oleh karena itu,
pelajaran utama dari kasus ini bukan hanya tentang pemberian hukuman setelah terjadinya
pelanggaran, melainkan juga tentang pentingnya menciptakan budaya sekolah yang dapat
mencegah penyimpangan sejak dari awal. Penguatan etika profesi, pengawasan terhadap
penggunaan kekuasaan, perlindungan bagi siswa, serta penerapan Budaya Sekolah yang Aman
dan Nyaman menjadi elemen penting dalam mempertahankan moralitas lembaga pendidikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Perlindungan anak merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan
pendidikan karena sekolah berfungsi tidak hanya sebagai lokasi untuk proses pengajaran,
tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter, moralitas, dan kepribadian siswa.
Dari analisis tersebut, moralitas institusi pendidikan sangat dipengaruhi oleh integritas
dan profesionalisme kepala sekolah, guru-guru, serta seluruh anggota sekolah.
Penyimpangan etika yang dilakukan oleh orang-orang yang berkewenangan dalam dunia
pendidikan bisa menimbulkan dampak yang lebih luas dibandingkan dengan isu individual,
karena bisa berpotensi mempengaruhi rasa aman siswa, kepercayaan orang tua, serta
reputasi dan kredibilitas lembaga pendidikan.

Studi kasus mengenai penyimpangan etika yang melibatkan kepala sekolah dan pengajar
di Kabupaten Pekalongan mengindikasikan bahwa perilaku para pendidik harus dilihat
dalam konteks tanggung jawab profesional dan kelembagaan. Kasus ini menyoroti betapa
pentingnya implementasi kode etik, pengawasan, mekanisme evaluasi, dan
pertanggungjawaban yang jelas terhadap para pendidik. Respons kelembagaan melalui
proses evaluasi dan pemberian sanksi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar
perilaku bisa ditangani melalui cara administratif. Akan tetapi, penanganan kasus
seharusnya tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi, melainkan juga perlu dilanjutkan
dengan peninjauan terhadap sistem pengawasan dan budaya organisasi yang ada di
sekolah.
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Oleh karena itu, perlindungan untuk anak-anak dan etika di lembaga pendidikan harus
diarahkan melalui pendekatan yang bersifat pencegahan, responsif, dan

berkesinambungan. Sekolah mesti memperkuat pendidikan mengenai etika dan
profesionalisme pengajar.
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